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BUPATI MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL -
NOMOR 16 TAHUN 2016 '
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN

KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DI WILAYAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

BUPATI MANDAILING NATAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28
‘ W . Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program
- ’ Jaminan Kesehatan Nasional, Dana Non Kapitasi yang telah
disetorkan ke Kas Daerah oleh FKTP dapat dimanfaatkan
kembali dengan cara Dinas Kesehatan Kabupaten harus.
mengusulkan adanya peraturan Kkepala daerah untuk

pemanfaatan dana tersebut;

b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi
pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel,
dipandang perlu menetapkan pedoman tata kelola
penggunaan Dana Non Kapitasi Program Jaminan
Kesehatan Nasional pada FKTP di wilayah Kabupaten
Mandailing Natal; ' -

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati

. tentang Pedoman Penggunaan Dana Non Kapitasi Program

| m Jaminan Kesehatan Nasional Di Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Di Wilayah Kabupaten Mandailing Natal; .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem .,
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonegsia Tahun 2004 Nomor.l50. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);




4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentarig Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahurn 2011 Nomor 82,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomeor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
| Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
‘ Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
] J'll beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-
| b Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
. Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
; Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
‘  Negara Republik, Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang
Penerimaan Bantuan Iuran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5372);

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013

S : tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
-“ ﬂﬂ S Indonesia Tahun 2013 Nomor 225);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat.
Lanjutan Dalam Penyelenggaran Jaminan Kesehatan (Berita -

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);.

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam
Penyelengaraan Program Jaminan Kesehatan; '

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);




: Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN
DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI
WILAYAH KABUPATEN MANDAILING NATAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal ]

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal. i

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Mandailing Natal.

Bupati adalah Bupati Mandailing Natal.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten
Mandailing Natal. :

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Manda1hng Natal.

B e Y

Jaminan Kesehatan Nasmnal selanjunya disingkat JKN.
adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) -
yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme
asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib berdasarkan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang.
selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan
hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program
Jaminan Kesehatan.

Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang selanjutnya
disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan
pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non
spesialistik  untuk  keperluan observasi, diagnosis,

perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan
lainnya. P

Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh
BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan
jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

Dana Non Kapitasi adalah besaran dana yang diberikan
oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP yang memberikan:
pelayanan non kapitasi JKN sesuai dengan tarif non
kapitasi dan dibayarkan berdasarkan jenis dan jumlah
pelayanan kesehatan yang diberikan oleh FKTP.



BAB II
TUJUAN

Pasal 2

(1) Twuan umum adalah terselengaranya pelayanan jaminan
pemeliharaan kesehatan bagi seluruh peserta BPJS.

(2) Tuyjuan khusus adalah sebagai pedoman bagi Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama yang telah bekerja sama dengan
BPJS Kesehatan dalam pengelolaan dan Penggunaan Dana

e e 4

Non Kapitasi, sehingga tepat gtiii Gan tepat sasaran.

o | L BAB III
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN PENGANGGARAN
1 Bagian Kesatu

‘ Pendapatan
I |
Pasal 3

(1) Pendapatan FKTP dalam bentuk Dana Non Kap1ta31
berdasarkan klaim yang diajukan kepada BPJS
Kesehatan.

(2) Pembayaran Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud
ayat (1) didasarkan pada hasil verifikasi Dinas Kesehatan
dan BPJS Kesehatan terhadap klaim pelayanan yang
diajukan masing-masing FKTP.

(3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan
oleh BPJS Kesehatan melalui bendahara penerima pada
Dinas Kesehatan dan disetorkan ke kas daerah.

|1 m ' 4 Bagian Kedua

Penganggaran
Pasal 4

(1) Penganggaran pendapatan FKTP yang berasal dari Dana
Non Kapitasi mengacu pada perkiraan pendapatan FKTP.

(2) Pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN
dianggarkan dalam RKA dan DPA pada Dinas Kesehatan.

BAB IV
- PENGGUNAAN DANA

Pasal 5

(1) Dana Non Kapitasi JKN di FKTP digunakan untuk jasa
pelayanan kesehatan dan blaya operasional pelayanan
kesehatan



1]

(1)
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Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan
yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan.

Biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pemeliharaan -
sarana prasarana penunjang pelayanan kesehatan dan
biaya operasional pelayanan lainnya. ~

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Apabila terjadi kerugian keuangan negara/daerah serta
permasalahan hukum dikemudian hati, FKTP bertanggung
jawab mutlak sepenuhnya secara formal dan material atas
pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN.

Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disajikan dalam Laporan Keuangan Dinas Kesehatan
dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tata cara dan format penyusunan Laporan Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 7

Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP melakukan
pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan
pemanfaatan Dana Non Kapitasi.

Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan untuk efektifitas, efisiensi, dan
akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan .dana JKN.

: BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Penggunaan Dana Non Kapitasi program JKN di Daerah
dilaksanakan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016.
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Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 1% lZentzebemOle

BUPATI MANDAILING NATAL,

£ e

DAHLAN HASAN NASUTION
Diundangkan di Panyabungan

pada tanggal 13 3eptavier 2016
PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,
MHD. SYAFE’l LUBIS

' BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL 2016 NOMOR...1%



